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Prinsip keterbukaan Beneficial Owner ini dilatar belakangi karena banyaknya perusahaan yang dijadikan
sarana oleh pelaku tindak pidana pencucian uang yang merupakan Beneficial Owner, maka dari itu
diperlukan prinsip keterbukaan terhadap Beneficial Owner agar dapat mencegah dan memberantas tindak
pidana pencucian uang. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah Benefical Onwer dijadikan modus
dalam tindak pidana pencucian uang serta peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam
mengupayakan transparansi Benefical Onwer. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dengan
pendekatan kualitatif yang menggunakan teori kepastian hukum. FATF menerbitkan rekomendasi nomor 24
dan 25 yang mewajibkan negara-negara untuk memastikan tersedianyainformasi yang memadai, akurat dan
tepat waktu mengenai Pemilik Manfaat. Pada tahun 2018 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor
13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Selanjutnya guna mendukung komitmen pemerintah untuk memberantas tindak pidana pencucian uang yang
dilakukan oleh Benefical Onwer, Kementerian Hukum dan HAM melakukan kerja sama dalam bentuk Nota
K esegpahaman dengan K ementerian/Lembaga terkait tentang integrasi data Benefical Onwer. Hasil dari
penelitian ini adalah pemerintah perlu menyusun peraturan pada tingkat Undang-Undang yang mengatur
terkait Beneficial Owner dalam Tindak Pidana Pencucian Uang untuk dapat memberantas permasalahan
sampai kepada pelaku sesungguhnya. Dibutuhkan sosialisasi yang berkesinambungan yang tidak hanya
dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melainkan seluruh Kementerian/L embaga terkait guna
memberikan informasi tentang pentingnya pendataan Beneficial Owner. Hal ini bertujuan untuk
memperbaiki iklim berusaha di Indonesia serta dapat menarik investor dalam perekonomian di Indonesia.
...... The principle transparency of Beneficial Owners is motivated by the fact that many companies are used
asfacilities by perpetrators of money laundering crimes who are Beneficial Owners, therefore the principle
of openness to Beneficial Ownersis needed in order to prevent and eradicate money laundering. The
problems faced today are that Benefical Onwer is used as a mode of money laundering and the role of the
Ministry of Law and Human Rights in seeking transparency of Benefical Onwer. This research method uses
a normative method with a qualitative approach that uses the theory of legal certainty. The FATF issues
recommendations number 24 and 25 which require countries to ensure adequate, accurate and timely
information about the Beneficiaries is available. In 2018 the President issued Presidential Regulation
Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owner of a
Corporation in the Context of Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and the
Financing of Terrorism. Furthermore, to support the government's commitment to eradicating the crime of
money laundering committed by Benefical Onwer, the Ministry of Law and Human Rights cooperatesin the
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form of a Memorandum of Understanding with related Ministries/Institutions regarding the integration of
Benefical Onwer data. The result of this research is that the government needs to compile regulations at the
level of the Act that regulates related to Beneficial Owners in the Crime of Money Laundering to be able to
eradicate the problem to the real perpetrators. Continuous socialization is needed which is not only carried
out by the Ministry of Law and Human Rights but also all relevant Ministries/Institutions in order to provide
information about the importance of collecting data on Beneficial Owners. This aims to improve the
business climate in Indonesia and can attract investors in the Indonesian economy.



